


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KODE SK SASARAN KEGIATAN KODE
IKK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

SK.1 Terselenggaranya
pelayanan kepegawaian
dan pembinaan
manajemen ASN yang
terintegritas dan terstandar

IKK.1
Persentase Instansi yang telah
dilakukan pembinaan penyelenggaraan
manajemen ASN

100

SK.2 Meningkatnya kualitas
manajemen kinerja BKN IKK.2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Kepegawaian BKN 92

IKK.3 Indeks Pelayanan Publik Prima bagi
Pengguna Layanan BKN

4.78
(Prima)

IKK.4
Persentase Pelayanan Kepegawaian
dan Pembinaan Manajemen ASN yang
sesuai Standar

95.5

IKK.5 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum
dan Komunikasi Publik 92

IKK.6
Persentase Pemenuhan Dokumen
AKIP Biro Hukum dan Komunikasi
Publik

100

IKK.7
Persentase terlaksananya Rencana
Aksi RB di Biro Hukum dan Komunikasi
Publik

100

IKK.8
Persentase Service Level Agreement
(SLA) Jawaban  Surat Maksimal 4 Hari
di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

95

SK.3 Terwujudnya manusia yang
kapabel dan organisasi
yang lincah

IKK.9
Persentase pegawai yang melaporkan
kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di
Biro Hukum dan Komunikasi Publik

100

SK.4 Meningkatnya kapasitas
manajemen kebijakan,
kearsipan, branding,
kapasitas pengelolaan
jejaring BKN

IKK.10 Indeks Keterbukaan Informasi Publik
BKN

95
(Informatif)

IKK.11 Persentase Sentimen Pemberitaan
BKN Bernilai Positif pada Media Online 84

IKK.12
Persentase kegiatan yang
dipublikasikan dalam rangka
penguatan branding BKN

100

IKK.13

Persentase penyelesaian regulasi,
Penyusunan peraturan
perundang-undangan dan instrumen
hukum lainnya

100

IKK.14 Indeks Kualitas Kebijakan BKN 80

IKK.15 Indeks Reformasi Hukum BKN 96.5

IKK.16

Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Serta Diseminasi Peraturan
Perundang-Undangan

60



IKK.17 100

IKK.18 100

IKK.19
Jumlah paket inovasi yang mendukung
peningkatan kualitas layanan di Biro
Hukum dan Komunikasi Publik

1

SK.5 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan,
aset, dan kearsipan BKN

IKK.20
Persentase Realisasi Penyerapan
Anggaran di Biro Hukum dan
Komunikasi Publik

99

IKK.21

Rasio Temuan Hasil
Audit/Pemeriksaan oleh
BPK/Inspektorat atas Kegiatan di Biro
Hukum dan Komunikasi Publik

0

Persentase Pelaksanaan Bantuan
Hukum dan Penanganan Perkara
Hukum secara Efektif dan Efisien
Persentase Pelaksanaan Konsultasi
Hukum Kepegawaian secara Efektif
dan Efisien
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